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Penelitian ini dilatar belakangi oleh upah yang diterima oleh buruh tani 
tidak tepat waktu, dengan akad perjanjian di awal kerja buruh akan menerima 
upah setelah pekerjaan semua telah selesai, namun kenyataannya upah mereka 
tidak diberikan tepat pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari setelah hasil 
panen padi terjual oleh pemilik lahan. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan karna 
salah satu pihak ada yang dirugikan. 
Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 
sistem upah mangomo pada buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan 
Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Apa Faktor Pendukung dan Penghambat 
Pekerjaan Dalam Sistem Upah Mangomo pada buruh tani di Desa Beringin 
Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan bagaimana tinjauan 
Ekonomi Syariah terhadap upah buruh tani di Desa Beringin Tanjung. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
berlokasi di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten 
Pasaman. Subjek dalam penelitian ini adalah buruh tani dan Objek penelitian ini 
adalah sistem upah buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 
Gelugur Kabupaten Pasaman. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang 
sebagai pemilik lahan dan 20 orang sebagai buruh tani, seluruh populasi dijadikan 
sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Metode pengumpulan data 
adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul 
penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan 
di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman 
menggunakan sistem upah adalah berapa luas lahan yang dikerjakan maka upah 
yang diterima akan sebanding juga, dalam sistem Upah Mangomo ini terjadi 
keterlambatan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketepatan waktu 
pembayaran upah. Faktor Pendukung dalam melakukan pekerjaan seperti keahlian 
petani dan peralatan petani dan Faktor Penghambat pada buruh panen padi adalah 
seperti akses jalan yang rusak dan cuaca buruk seperti hujan.  
Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem upah mangomo pada buruh 
tani yaitu upah buruh tani panen padi ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi 
syariah dalam konsep ketepatan waktu dalam pembayaran upah sementara dalam 
konsep jumlah nominal upah yang diterima sudah sesuai dengan ekonomi 
Syariah.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 
lain. Selain itu juga manusia makhluk konsumtif yang mempunyai kebutuhan 
dalam hidup. Hal ini mengharuskan manusia untuk bekerja dan berusaha. Islam 
menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bekerja pada hakikatnya adalah 
mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dilakukan oleh manusia untuk 
menghasilkan barang dan jasa dengan mengharapkan imbalan berupa uang.
1
 
Bekerja dalam Islam memiliki peranan penting, sebab manusia hanya 
mendapatkan hasil dari apa yang diusahakannya. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah Swt. dalam Al-Qur‟an Surah An-Najm ayat 39. 
 َٰٗ ٍِ إَِّلَّ َيا َصَع ََضَٰ َْٛش نِْْلِ أٌَ نَّ َٔ 
Artinya:  “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang Telah diusahakannya”. (Q.S An-Najm: 39) 
 
Ayat ini memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, 
manusia harus bekerja dan berusaha. Tanpa adanya kerja sama mustahil bagi 
manusia untuk hidup secara normal.
2
 Bekerja dengan ikhlas yang ditujukan 
untuk mencapai keridhaan Allah Swt. 
Dalam bekerja tentu, antara satu sama lain berbeda sesuai dengan 
kemampuan dan keadaan masing-masing individu. Ada yang bekerja dengan 
miliknya sendiri dan ada juga yang bekerja di tempat orang lain atau yang 
                                                           
1Fordeby, Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam:Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis 
islam, (Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2016), hal. 226 
 





dikenal dengan buruh. Istilah buruh dapat dipahami sebagai seseorang yang 
bekerja dengan orang lain. Tidak sedikit diantara manusia bekerja sebagai 
buruh. Hal ini terjadi karena keterbatasan ekonomi dan tidak mempunyai harta 
untuk diolah. Indonesia adalah Negara agraris, sehingga pertanian menjadi 
sektor yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Buruh tani adalah salah satu 
pekerjaan sebagian orang di pedesaan. Buruh tani akan mendapatkan yang 
namanya upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 
Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.
3
 Upah diberikan 
sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh 
karna atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus 
sebagai majikan. Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan 
oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam 
bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada 




Upah menjadi sangat penting dalam hal sewa menyewa jasa, karena upah 
seorang pekerja atau buruh merasa lebih dihargai dengan besaran upah yang 
diberikan atas jasa yang telah mereka keluarkan. Besaran upah juga sebagai 
sarana untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.Sehingga dalam hal pemberian 
                                                           
3https://semaur.com/Pengertian-Upah/Diakses pada 30 Januari 2021 
 4  Taqyuddin An- Nabhani. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 




upah, seorang penyewa jasa harus memperhatikan hak-hak yang diterima oleh 
seorang buruh. 
 
                          
                 
 
Artinya  :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan,memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. (Q.S. An-Nahl (16): 90)  
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil 
dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sehingga dalam pemberian upah, 
seorang penyewa jasa harus berlaku adil dalam hal pemberian upah terhadap 
buruh. 
Desa Beringin Tanjung adalah sebuah desa yang berada di kecamatan 
Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang rata-rata masyarakatnya bekerja 
sebagai petani.Istilah buruh panen padi di desa Beringin Tanjung dikenal 
sebagai pangomo dan pekerjaaannya disebut dengan istilah Mangomo. 
Pangomo dibutuhkan petani atau pemilik sawah pada saat padi siap untuk 
dipanen. mereka yang tidak mempunyai lahan sendiri biasanya bekerja sebagai 
buruh tanam padi ataupun buruh panen padi. Pada tanam padi mereka bekerja 
menanamnya, dan pada panen padi mereka bekerja mulai dari menyabit 
(memotong padi), merobot/ngerek (memisahkan padi dari batangnya), ngayak 
(memisahkan padi dari sisa batang padi atau jerami) dan ngilir (memisahkan 




Buruh panen padi biasanya dimulai pagi hari sampai selesainya panen 
padi tersebut. Upah yang diterima pekerja buruh derep ini tergantung pada 
pemilik sawah. Biasanya para pemilik sawah di desa Beringin Tanjung 
memberikan upah dalam bentuk uang. Uang diberikan oleh pemilik sawah 
biasanya tergantung pada waktu selesainya panen atau berapa banyak hasil 
panen yang di dapat. Tapi banyak pemilik sawah itu memberikan gaji para 
pekerja itu telat bayar, dikarenakan hasil panennya belum terjual.  
Berdasarkan Observasiatau Pengamatan yang dilakukan oleh penulis 
terhadap salah seorang Pangomo di Desa Beringin Tanjung pada Tanggal 05 
Januari 2021 diperoleh informasi bahwa sering terjadinya keterlambatan dalam 
pembayaran upah. Hal ini membuat pangomo merasa dirugikan. Oleh karena 
itu pangomo banyak yang merasa kurang puas, merasa tidak adil, dan merasa 
dirugikan dalam hal upah ini.  
Berdasarkan uraian diatas. Peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana 
sistem upah mangomo yang ada di desa Beringin Tanjung ini, dengan judul 
penelitian “SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA 
BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR 





B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang maka penulis 
memberikan batasan masalah permasalahan penelitian kepada “Sistem Upah 
Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten 
Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Sistem Upah Mangomo pada Buruh Tanidi desa Beringin 
Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman? 
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pekerjaan Dalam Sistem Upah 
Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 
Gelugur Kabupaten Pasaman. 
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem  Upah Mangomo 
pada Buruh Tani di desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur 
Kabupaten Pasaman? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah mangomo yang diterapkan 
masyarakat petani Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur 
Kabupaten Pasaman. 
2. Untuk mengetahui apa faktor Pendukung dan Penghambat Pekerjaan 
Dalam Sistem upah mangomo di desa Beringin Tanjung Kecamatan 




3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem 
upahmangomo pada buruh tani  di desa Beringin Tanjung Kecamatan 
Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis yang  
mengkaji masalah ini 
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus untuk 
prodi/jurusan Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan 
pengetahuan dalam masalah yang berhubungan dengan pengupahan 
buruh tani 
b. Secara Praktis 
a) Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi 
masyarakat terkhusus untuk orang yang bekerja sebagai buruh tani 
supaya mereka tahu akan hal sistem pengupahan yang sesuai menurut 
Ekonomi Syariah. 
b) Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan, koleksi bacaan 





F. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul diatas 
dan agar semua dapat memahami gambaran yang jelas, maka disini penyusun 
perlu menjelaskan istilah sebagai berikut: 
1. Mangomo 
Adalah istilah dari arti kata pekerja atau mencari nafkah yang di ambil 
dari bahasa Batak yaitu Omo
5
 sebagai kata dasarnya, Mangomo memiliki 
pengertian mencari nafkah di tempat orang lain atau di ladang orang lain 
dengan harapan bayaran atau upah dari hasil kerjanya. 
2. Upah 
Adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 
suatu produksi. Sebagaimana faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan 
atas imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan sebutan lain, upah 
adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa pekerja atau buruh dalam 
produksi. Menurut Profesor Benham, upah dapat didefiniskan sebagai 
sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada 
seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.
6
 
3. Ekonomi Syariah 
Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia 
untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa 
adanya ekonomi maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan 
terganggu. Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ekonomi 
Syariah, Ekonomi Syariah yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang 
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didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat 
yang berbasis islam dan didasari empat pengetahuan yaitu Al-Qur‟an, 
Sunnah, Ijmak, Qiyas
7
. Maka dari itu masyarakat akan di kendalikan 
bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan 
ajaran islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk 
melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan islam 
dalam hal ekonomi. 
Ekonomi Syariah bertujuan agar dapat terpenuhinya agar dapat 
terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan 
semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan 
sosial.Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab 
manusia terhadap Allah SWT. Maka dari itu umat manusia dianjurkan untuk 
jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam 
umat manusia.Pada skiripsi ini Ekonomi Islam yang dimaksud Fiqih 
Muamalah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dimana 
dapat digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. 
Adapun penelitian yang digunakan adalah dengan cara mendata langsung 
kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok 
permasalahan dari judul skripsi. 
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian bertempat di Desa Beringin Tanjung Kecamatan 
Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.Alasan peneliti memilih tempat ini 
dikarenakan tempat tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu 
kawasan ini juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga 
banyak orang yang mangomoatau mencari nafkah disini. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah buruh tani dan 
pemilik lahan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur 
Kabupaten Pasaman. 
b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah sistem upah mangomo pada 
buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur 
Kabupaten Pasaman. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau 
individu yang sedang dikaji. Populasi berupa orang, benda, pekerjaan, umur 
atau obyek lain yang mempunyai karakteristik sama.
8
 Sedangkan Sampel 
merupakan sebagian yang kecil dari populasi atau obyek yang akan diteliti.
9
 
Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 orang yang terdiri 
dari 4 orang pemilik lahan padi dan 20 orang buruh tani padi. Adapun 
sampel yang diambil yaitu seluruh populasi dengan teknik total sampling. 
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5. Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan 
sekunder. 
a. Data primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data atau penulis
10
 dari responden ataupun informasi 
melalui wawancara dan observasi secara langsung di Desa Beringin 
Tanjung, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data-data yang bersumber atau berasal dari buku-
buku seperti Al-Qur‟an, buku Fiqh atau buku-buku lain yang ada 
hubungan/kaitannya dengan obyek penelitian.Seperti buku Fiqh 
muamalah dan buku yang berhubugan dengan pengupahan. 
c. Data Tersier 
Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data 
primer dan sekunder.
11
Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Eksiklopedia Islam. 
6. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang benar-benar kuat, akurat, relevan, valid 
(shahih) dan reliabel maka penulis mengumpulkan data dengan cara: 
a. Observasi 
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 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 
sistematis.
12
Menurut Marshal, melalui observasi peneliti belajar tentang 
perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
13
Metode ini digunakan untuk 
melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek 
penelitian. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 
percakapan dan Tanya jawab.
14
 Penulis mengadakan tanya jawab kepada 
buruh tani padi dan pemilik sawah guna melengkapi data-data yang 
diperlukan dalam penelitian. 
c. Angket  
 Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawab.
15
 Angket juga dapat dipahami sebagai 
bentuk pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar 
orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan 
permintaan pengguna.
16
 Angket dalam penelitian ini diberikan kepada 20 
orang buruh tani. 
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 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam 
bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.
17
melalui 
dokumentasi penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung 
keterangan dan penjelasan dari narasumber yang sesuai dengan masalah 
yang diteliti serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian. 
7. Metode Analisa Data 
Dalam Penelitian ini penulis melakukan analisis Deskriptif Kualitatif, 
yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan 
secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat 
dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
18
 
8. Metode Penulisan 
a. Metode deduktif, yaitu megungkap data-data umumyang berkaitan 




b. Metode deskriptif, yaitu mencari data yang khusus menggambarkan 
masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data 
tersebut dianalisa dengan teliti. 
H. Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Shodik tahun 2008 dengan judul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar 
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Jawa Barat penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode 
normatif. Dengan pembahasan tinjauan hukum islam terhadap upah buruh 
tani dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba. Dengan cara 
mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil panen yang kemudian 
diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah 
dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena 
didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan 
memang sudah menjadi adat atau ur‟f  bagi masyarakat setempat yang sering 
dilakukan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Shodik mengangkat 
masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan cara 
ditangguhkan hingga musim panen tiba. Sedangkan penelitian yang penulis 
lakukan mengangkat masalah tentang perspektif Ekonomi Syariah tentang 
pembayaran upah setelah selesai panen padi, sedangkan persamaan penelitian 
yang dilakukan oleh Shodik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 




2. Penelitian yang dilakukan oleh Satria tahun 2013 dengan judul Sistem 
Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di 
Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku 
Selatan-Sumatera Selatan) penelitian lapangan dengan metode deskriptif 
analitik. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah 
dengan sistem bawon atau upah degan gabah atau padi hasil yang dilakukan. 
Ada dua sistem pengupahan, pertama setiap 9 kaleng gabah yang dipanen 
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maka pekerja mendapat upah 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum, dan 
rokok yang ditanggung pemilik sawah. Kedua apabila makan dibawa sendiri 
pekerja mendapat tambahan 1 kaleng gabah sebagai pengganti makan 
sedangkan minuman, makanan ringan, dan rokok ditanggung petani. 
Pemberian upah seperti ini dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan. 
Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Satria mengangkat masalah 
tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan sistem bawon 
atau upah dengan gabah atau padi yang dipanen. Sedangkan penelitian yang 
penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif Ekonomi Syariah 
tentang pemberian upah setelah kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai, 
sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satria  dengan penelitia 
yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan 
tentang sistem pemberian upah dalam Islam
21
. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhanik tahun 2014 dengan judul Sistem 
Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri 
Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan 
tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan antara buruh 
laki-laki dan perempuan. Dengan hasil penelitian bahwa keadilan pemberian 
upah tanpa adanya perbedaan sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem 
pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya 
dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani di 
Desa Selop Amioro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang 
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mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, 
dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di Desa Selop Amioro tersebut. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap 
sistem pengupahan buruh tani di Desa Selop Amioro diperbolehkan menurut 
hukum Islam. Dikarenakan sistem pengupahannya masih menggunakan 
kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
setempat, dan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap 
perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau menzolimi dengan 
pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudharatnya. 
Sistem pengupahan sudah berkeadilan gender karena disesuaikan dengan 
pekerjaan yang dilakukan baik buruh tani laki-laki maupun buruh tani 




I.  Sistematika Penulisan 
Bab Satu Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab Duaakan mengemukakan atau menampilkan gambaran umum lokasi 
penelitian yang memuat pembahasan tentang kondisi lahan, kependudukan, 
sosial, dan ekonomi Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur 
Kabupaten Pasaman. 
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Bab Tiga Landasan Teoriakan dijelaskan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti meliputi: Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, 
Rukun dan Syarat Upah, Beberapa pendapat ulama tentang Sistem Upah. 
Bab Empat berisi tentang hasil penelitian. Di bagian ini penulis akan 
menguraikan hasil penelitian tentang Sistem Upah Mangomo pada Buruh Tani 
di Desa Beringin Tanjung, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, 
dan Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Upah Mangomo Buruh Tani 
di Desa Beringin Tanjung, kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. 





















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Geografis dan Demografis 
1. Letak Geografis Desa Beringin Tanjung 
Desa Beringin Tanjung merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Desa Beringin Tanjung 
mempunyai jumlah kepala keluarga 70 KK dan jumlah penduduk 321 jiwa 
dengan luas wilayah 40 H. Ketinggian wilayah dari permukaan laut 4 meter 
dpl. Suhu di desa ini berkisaran minimum 26 –C, maksimum 30 –C. Tingkat 
kesuburan tanah keseluruhannya adalah pertanian seperti yang digunakan 
untuk lahan padi dan perkebunan. Padang Gelugur adalah kecamatan di 
Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Ibu Kota Kecamatan 
berada di Padang Gelugur sendiri
23
. Desa Beringin Tanjung adalah salah 
satu desa yang berada di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, 
Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. 
Desa Beringin Tanjung 
Negara   : Indonesia 
Provinsi   : Sumatera Barat 
Kecamatan  : Padang Gelugur 
Kodepos  : 26352 
Luas   : 40 H 
Jumlah Penduduk : 321   
Kepadatan   : 321/40 H 
                                                           
 23  Sumber Data, (Kaur Pemerintahan Wali Nagari Kecamatan Padang Gelugur), 






2. Letak Demografis Desa Beringin Tanjung 
Penduduk yang ada di desa Beringin Tanjung 100% beragama islam, 
tapi mempunyai dua suku yaitu tapanuli selatan (Batak) dan minangkabau. 
Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah. 
Oleh sebab itu dalam proses suatu pembagunan penduduk merupakan yang 
paling banyak ikut andil dalam membangun bangsa. Dengan demikian 
tingkat perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam 
menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk desa Beringin 
Tanjung adalah 321 jiwa.
24
 Untuk lebih jelasnya klasifikasi jumlah 
penduduk desa Beringin Tanjung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 
dari tabel dibawah ini: 
Tabel II. 1 
Klasifikasi Penduduk Desa Beringin Tanjung Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-Laki 152 jiwa 
2. Perempuan 169 jiwa 
 Jumlah 321  jiwa 
 
B. Visi dan Misi Desa Beringin Tanjung 
1. Visi Desa Beringin Tanjung 
Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan 
suatu langkah penting pada waktu mulai melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, tetapi juga pada kelangsungan dinas/instansi iu sendiri kedepan 
untuk meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas programnya serta agar 
mampu eksisi dan unggul dalam persaingan. 
Mengacu kepada nilai-nilai formasi atau startegi dalam 
meningkatkan produksi dan produktivitas serta menggali potensi-potensi 
                                                           




yang belum terlihat atau belum terjamah untuk dikembangkan, maka dinas 
Peranian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman 
menetapkan Visi yaitu: “Terwujudnya Petani Kabupaten Pasaman yang 
Maju, Mandiri dan Berorienasi Agribisnis”. 
2. Misi Beringin Tanjung 
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat 
terlaksana agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk 
mewujudkan misi yang mewujudkan kemajuan desa Beringin Tanjung 
sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 
b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perikanan. 
c. Melaksanakan perbaikan sistem pertanian yang berorientasi agribisnis. 
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewa masyarakat. 
 
C. Agama dan Pendidikan 
1. Agama 
Memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Kebebasan 
beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 
1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam dari pasal 29 
UUD 1945 adalah toleransi antara umat beragama. Kerukunan untuk 
beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan. Mayoritas masyarakat 
desa Beringin Tanjung adalah 100% Islam. Walaupun Islam sebagai agama 
mayoritas. Misal di desa Beringin Tanjung kedatangan atau kunjungan Dari 
tamu yang yang non-muslim, masyarakat tetap mengayomi dam  




mayoritas. Hal ini membuktikan telah menetapnya toleransi antara ummat 
beragama, kerukunan, antar ummat beragama, serta kesadaran untuk 
mengamalkan pancasila. 
Sarana dan prasarana rumah ibadah yang terdapat di desa Beringin 
Tanjung, sangat berpengaruh bagi masyarakat desa Beringin Tanjung dalam 
melaksanakan ibadah, yang terdiri dari masjid 2 buah dan Mushola 1 buah.
25
 
Lebih jelasnya sarana rumah ibadah masyarakat desa Beringin Tanjung 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel II.2 
Sarana Rumah Ibadah di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 
Gelugur 
No. Rumah Ibadah Jumlah 
1. Mesjid 2 
2. Mushola/surau 1 
 Jumlah 3 
 
2. Pendidikan 
Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia 
yang jenius, cerdas, dan berkualitas, apalagi dikehidupan era sekarang ini. 
Tingkat pendidikan penduduk juga mencerminkan keberhasilan 
pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh 
positif bagi masa depan bangsa, pendidikan juga sangat berpengaruh pada 
perkembangan ekonomi dan juga pola berpikir masyarakat. Oleh karena itu, 
pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar 
pada perkembangan pendidikan serta ditunjang oleh prasarana yang 
memadai pada umumnya. Untuk melihat gambaran secara umum 
                                                           




perkembangan pendidikan di Desa Beringin Tanjung akan disajikan data 
tentang jumlah sarana pendidikan meliputi, TK, dan SD. 
Tabel II.3 
Tingkat Pendidikan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 
Gelugur 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid 
1 PAUD/TK 1  
2 SD 1  
    
 
D. Kesehatan 
Pembangunan bidang kesehatan yaitu bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat dapa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dengan tujuan 
tersebut dapat diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang 
baik, yaitu pada giliran memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.  
Untuk lebih jelasnya dapat kita liat tentang jumlah fasilitas kesehatan di 
desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur pada tabel dibawah ini: 
Tabel II. 4 
Tingkat Kesehatan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 
Gelugur 
No Fasilitas Kesehatan Jumlah Jumlah perawat 
1. Praktek Bidan Desa 1 1 
2. Pustu 1 1 
 
Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa kesehatan bagi masyarakat 
sudah mencukupi dan sudah memadai hal ini dapat diihat dari desa. 
E. Mata Pencaharian 
Desa Beringin Tanjung merupakan wilayah yang lumayan jauh dengan 
Ibu Kota Kabupaten Pasaman, hingga masyarakat sedikit kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Masyarakat mempunyai 




Pedagang, Toke, Peternak sapi dan kerbau, Peternak Ikan, Buruh Bangunan, 
Buruh Perkebunan dan Ojek atau Becak. Untuk lebih jelas mata pencaharian 
desa Beringi Tanjung Kecamatan Padang Gelugur dapat dilihat melalui tabel 
dibawah ini: 
Tabel II. 5 
Tingkat Mata Pencaharian Pokok di Desa Beringin Tanjung 
Kecamatan Padang Gelugur 
No Mata Pencaharian Pokok Jumlah 
1. Petani 60 jiwa 
2. Buruh Tani 20 jiwa 
3. Pegawai Negeri Sipil 7 jiwa 
4. Pedagang 8 jiwa 
5. Toke 5 jiwa 
6. Peternak Sapi dan Kerbau 1 jiwa 
7. Peternak Ikan 10 jiwa 
8. Buruh Bangunan 3 jiwa 
9. Buruh Perkebunan 14 jiwa 
10. Ojek atau Becak 9 jiwa 
 JUMLAH 137 jiwa 
 
Dari tabel diatas dapat kita lihat masyarakat desa Beringin Tanjung 
Kecamatan Padang Gelugur memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, etapi 
perbedaan itu tidak membuat satu dengan yang lainnya gengsi dalam hal bantu 
saling membantu satu sama lainnya. Salah satunya pekerjaan yang paling 
membantu perekonomian masyarakat di Desa Beringin Tanjung Kecamatan 
Padang Gelugur adalah petani sawah.
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F. Ekonomi dan Adat Isiadat 
1. Ekonomi 
Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan 
oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa 
perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat 
                                                           




secaraluas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 
Pengertian rakyat adalah semua warga negara. 
Salah satu pekerjaan yang sangat membantu perekonomian 
masyarakat di Desa Beringin Tanjung adalah Petani yaitu sawah. Tapi 
masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha kecil seperti Buka kedai, kios, 
dan Peternak Ikan juga tidak kalah dalam membantu perekonomian 
masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
2. Adat Istiadat 
Masyarakat desa Beringin Tanjung terdiri beberapa suku, suku 
aslinya adalah batak tapanuli selatan, Tapanuli Selatan ini juga termasuk 
sebagai orang pendatang di Kabupaten Pasaman, karna pada dasarnya 
Pasaman ini masih termasuk bagian dari sumatera barat yang mana sama 
kita ketahui penduduk asli Provinsi Sumatera Barat adalah suku 
Minangkabau, tapi karena Kabupaten Pasaman terletak di ujung provinsi 
Sumatera Utara yang berbatasan Langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, 
sehingga banyak imigran dari tanah Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Di 
lain sisi suku yang terdapat di beringin tanjung adalah suku Batak 
(Tapanuli), dan Jawa. Kedua suku ini mewarnai dalam kehidupan sehari-
hari tetap menjaga adat istiadat masing-masing suku dan saling 
menghormati adat dan menjaga ibadahnya masing-masing, mereka hidup 
tentram dalam bermasyarakat walaupun tidak mempunyai kesamaan sifat, 
gaya, hidup dan karakter.  
Adapun ciri khas adat istiadat yang menonjol di desa Beringin 




1) Maligi na Menek (Aqiqah untuk bayi anak pertama di dalam suatu 
keluarga) 
Maligi na menek atau yang bisa kita sebut menyambut bayi yang 
baru lahir anak pertama di dalam sebuah keluarga, ini dilakukan ketika 
anak ini berumur 6 bulan ke atas, jenis kelamin boleh laki-laki atau 
perempuan asal si anak ini menajdi yang pertama lahir di dalam 
keluarga, kegiatan yang dilakukan pada saat acara penyambutan 
kelahiran anak ini antara lain: mengaji, syukuran dengan memberi 




2) Takko Dalan (Oleh-oleh dari bayi yang baru berumur sebulan) 
Takko Dalan adalah sebuah adat yang ada di Desa Beringin 
Tanjung yang mana jika ada bayi yang baru berumur sebulan wajib di 
bawa ke pasar untuk membeli oleh-oleh dengan ibunya yang mana 
oleh-oleh itu akan dibagikan ke anak-anak yang ada di Desa Beringin 
Tanjung, dan tradisi udah berlanjut dari turun temurun masyarakat 
berpendapat agar kelak si anak ini menjadi pribadi yang murah berbagi 
atas sesamanya. 
3) Acara Nikahan 
Acara nikahan di desa beringin tanjung sendiri yaitu 
berlangsung sekitar 3 hari, sebelum hari pernikahan berlangsung 
terlebih dahulu melakukan doa pada H-2 acara yang di hadiri oleh 
semua warga desa selanjutnya di H-1 acara pernikahan semua pemuda 
pemudi akan ikut andil dalam membantu mempersiapkan acara, seperti 
membantu memasak, memasang pentas musik yag disebut dengan 
                                                           




orgen tunggal bagi masyarakat desa itu sendiri, dan pada acara 
pernikahan belangsung keluarga pengantin laki-laki akan ke rumah 
keluarga pengantin perempuan dan ketika sudah selesai acara 
pernikahan pengantin perempuan akan ikut dibawa ke rumah pengantin 

































A. Sewa Menyewa (Ijarah) 
1. Pengertian Ijarah 
 Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwad atau upah, 
sewa, jasa atau imbalan.
28
 Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 
muamalah dalam memenuhi kebutuhan keperluan hidup manusia, seperti, 
seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Ijarah 
merupakan pemindahan hak guna barang atau jasa dalam tanggungan 
waktu tertentu yang mana nantinya akan diikuti oleh pembayaran upah 
atau biaya sewa tanpa harus disertai oleh perpindahan hak milik atas 
barang itu sendiri. 
 Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi‟i, 
berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika 
beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu‟jir dan 
musta‟jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan 
Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid 
Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa.  
 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa 
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah juga dapat 
diartikan dengan lease contract dan juga hire contract.
29
 
 Ada beberapa defenisi ijarah yang dikemukakan para ulama: 
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a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan: 
 “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. 
b. Ulama Mazhab Syafi‟i mendefinisikannya: 
 “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa 
dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”. 
c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya: 
 “Pemilikan manfaat sesutau yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan”. 
 Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka akad al-ijarah tidak 
boleh dibatasi oleh syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku bagi 
pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), 
sedangkan akad al-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat saja.
30
 
 Ijarah juga merupakan akad penyediaan dana dalam rangkan 
pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 




2. Dasar Hukum 
 
Dasar hukum Ijarah adalah Firman Allah  QS. Al-Baqarah/2: 233 
sebagai berikut: 
ْعشُ  ًَ ْٛتُى بِٱْن آ َءاتَ تُى يَّ ًْ ُْٛكْى إَِرا َصهَّ َذُكْى فَََل ُجَُاَح َعهَ
نََٰ ْٔ ۟ا أَ ٕٓ ٌْ أََسدتُّْى أٌَ تَْضتَْشِضُع إِ ٱتَّقُٕ۟ا َٔ َٔ ِٔف ۗ 
ٌَ بَِصٛش   هُٕ ًَ ا تَْع ًَ َ بِ ٌَّ ٱَّللَّ ۟ا أَ ٕٓ ًُ ٱْعهَ َٔ  َ  ٱَّللَّ
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 Artinya : “Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut” 
Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum 
Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh 
menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan 
berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.
32
 
Dasar Hukum ijarah dari Al-Qur‟an adalah: 
نَّ  وَرُه ُج نَّ ُأ وُه آُت ْم َف ُك َن َل ْع ْرَض ْن َأ ِإ  َف
Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berkanlah 
kepada mereka upahnya. 
 ٍُ ْٛ ُّ٘ اَّْلَِي ِٕ ٍِ اْصتَأَْجْشَت اْنقَ َْٛش َي ٌَّ َخ ٓاَبَِت اْصتَأِْجْشُِ ۖاِ َٰٚ ا  ًَ ىُٓ  قَانَْت اِْحذَٰ
Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya Bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja  (pada kita) karena sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(Q.S Al-Qashas: 26)
33
 
 Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadis adalah:  
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم أَْعُطوا اْْلَِجيَر أَْجَرهُ  ِ َصلهى َّللاه ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاه َعْن َعْبِد َّللاه
 َقْبَل أَْن َيِجفه َعَرقُهُ 
Dari Ibnu Umar r.a berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah 




اَو أَْجَشُِ )سٔاِ انبخاسٖ ٔيضهى اْعِط انُحجَّ َٔ  اْحتَِجْى 
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 
tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
35
. 
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35 Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih Bukhari, Juz II, (Beirut: Dar 





“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan menyebar dari tanaman 
yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan 




 Landasan Ijma‟nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang 
ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa 




3. Rukun dan Syarat Ijarah 
Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya satu, 
yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujua sewa 
menyewa). 
Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu: 
a. Sighat al-„aqad (ijab dan qabul) 
b. Al-„aqidayn (kedua orang yang bertransaksi) 
c. Al-ujrah (upah/sewa) 
d. Al-manafi‟ (manfaat sewa)38 
Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun 
di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun 
syarat-syarat dimaksud adalah: 
                                                           
36  Ibn Hajar As Qalani, Bulughul Maram, Terjemahan Moh Ismail, (Surabaya: Putra AL-
Ma‟arif, 1992), hal 476 
 
 37 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Depok, PT. RajaGrafindo, 2017), hal. 117 
 




1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus 
menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di 
antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam 
melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah. 
Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa` ayat 29: 
انَُكْى بَ  َٕ ٍَ آَيُُْٕا َّلَ تَأُْكهُْٕا أَْي َا انَِّزٚ ٌَ تَِجاَسةً َعٍ تََشاٍض َٚا أَُّٚٓ َُُْٛكْى بِاْنبَاِطِم إَِّلَّ أٌَ تَُكٕ
ا ﴿ ً ٌَ بُِكْى َسِحٛ ٌَّ ّللّاَ َكا َّلَ تَْقتُهُْٕا أََفَُضُكْى إِ َٔ ُُكْى  ﴾٩٢يِّ  
“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
39
 
2) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal 
(Mazhab Syafi`i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu 
belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, 
menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu 
boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.
40
 
3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 
dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. 
4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 
syarat berikut ini. 
a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 
upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
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b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 
kegunaannya (khususnya dalam sewa-menyewa). 
c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 
(boleh) menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan) 
d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga 
waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
41
 
4. Macam-Macam Ijarah 
Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi 
menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
a. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang 
disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, 
tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang 
dibangun prtokoan dan sebagainya. 
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan 
untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang 
jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, buruh tani, dan 
sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menjadi 
guru mengaji Al-Qur‟an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat 
kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan 
                                                           





jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang 
sepatu, dan tukang jahit.
42
 
5. Berakhirnya Ijarah 
Jumhur ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat 
mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. 
Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia. Maka 
akad al-ijarah tersebut batal. Karena manfaat ridak boleh diwariskan. Akan 
tetapi, jumhur ulama megatakan, bahwa manfaat it boleh diwariskan karena 
termasuk harta(al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang 
tidak membatalkan  akad al-ijarah.
43
 
 Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah 
disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati 
perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi 
waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad 
ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 
penyewa. 
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 
sebagainya. 
3. Rusaknya barang yang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju 
yang diupahkan untuk dijahitkan. 
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4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 
ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
5. Menurut Hanafiyah, noleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti 
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannyaada yang 




                                                           




B. Upah (Ujrah) 
1. Pengertian Upah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefenisikan 
sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah 
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
45
 
Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tiak bisa dipisahkan dari 
pembagungan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai 
peranan, kedudukan yang sangat diatur dalam peraturan Ketenagakerjaan 
Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan 
hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut 
terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 
dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan 
dunia usaha Nasional dan Internasional. Sebagaimna disebutkan dalam 
Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak 
untuk bekerja serta mendapatkan imbalan upah atau perlakuan adil dan 
layak dalam hubungan kerja
46
. 
Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun atau ajran yang 
berarti memberi hadiah. Kata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atas 
pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya 
yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah 
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dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah
47
 diberikan sebagai balas jasa 
atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas 
pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai 
majikan. 
2.  Jenis-Jenis Sistem Upah 
Dalam Praktiknya sistem pengupahan merupakan unsur penting yang 
perlu diperhatikans hasil dari produksi perusahaan, sehingga keuntungan yang 
didapatkan semakin besar dan dapat menyejahterakan buruhnya. Dengan 
demikian, organisasi/perusahaan harus melakukan perencanaan atas sistem 
pengupahannya bagi karyawan/buruh secara tepat, dalam arti memiliki 




Adapun jenis-jenis sistem upah antara lain sebagai berikut: 
a. Sistem Upah Jangka Waktu 
 Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka 
waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-
jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu diberi 




b. Sistem Upah Menurut Hasil (Output) 
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 Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan 
prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya 
hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan 
kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.
50
 Seperti per potong, 
buah, meter, liter, dan kilogram. 
Adapun manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah: 
1. Pekerja/buruh mendapat dorongan untuk bekerja lebih giat. 
2. Produktivitas semakin meningkat. 
3. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif. 
Sementara itu, keburukannya adalah: 
1. Pekerja/buruh bekerja secara berlebih-lebihan 
2. Pekerja/buruh kurang menjaga keselamatan dan kesehatannya. 
3. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena mengejar jumlah 
potongan. 
4. Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan. 
c. Sistem Upah Potongan 
 Sistem upah potongan ini seringkali untuk digunakan untuk 
mengganti sistem upah jangka waktu, dimana atau bilamana hasil 
pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika 
hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah 
banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, 
                                                           









d. Sistem Upah Permupakatan 
 Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu 
upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, 
pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barangdan sebagainya, 
tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, 




e. Sistem Upah Borongan 
 Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan 
upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus 
diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada 
waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan 
dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan 




 Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu 
pekerjaan yang diselesaikan pada suatu kelompok pekerja, untuk seluruh 
pekerjaan ditentukan suatu balaskarya yang ditentukan kemudian di bagi-
bagi atas pelaksanaan. 
f. Sistem Upah Skala Indeks 
                                                           
51 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidanhg Kerja, (Jakarta: djambatan, 1999), hal. 
129  
52 Ibid, hal. 132  
53 Veithzal rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Jakarta:PT Raja 




 Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. 
Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya 
biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah. 
 
g. Sistem Upah Pembagian Keuntungan 
 Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila 
perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.
54
 
h. Sistem Upah Premi 
 Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah 
potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau 
jumlah hasil. Apabila seorang buruh atau karyawan mencapai prestasi 
yang lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya 




3. Fungsi dan Tujuan Upah 
1. Fungsi Upah 
Pemberian upah didalam suatu organisasi memiliki fungsi yang 
erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan 
pembangunan ekonomi, sebagai berikut: 
a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. 
b. Pengumuman sumber daya manusia secara lebih efisien dan 
efektif. 
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c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.56 
2. Tujuan Upah 
Adappun tujuan upah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan Produktivitas Kerja 
Pemberian upah yang semakin baik akan mendorong karyawanatau 
buruh bekerja secara produktif. 
b. Pemenuhan kebutuhan Ekonomi. 
Karyawan atau buruh menerima upah untuk dapat memenuhi 
hidupnya sehari-hari. 
c. Memajukan organisasi atau perusahaan. 
Semakin berani suatu perusahaan memberikan kompensasi yang 
tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu 
perusahaan, sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya 
mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu 
makin besar. 
d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan. 
Ini berarti bahwa pemberian upah berhubungan dengan persyaratan 




4. Hubungan Pekerja dan Majikan 
Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) mendefenisikan 
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja 
                                                           
 56 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:  Kencana, 2009), hal. 188. 
 57M. Nur Rianto al arif (Ed), Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 





berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai usur pekerjaan, upah dan 




Suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian kerja jika isi 
perjanjian tersebut minimal telah mengatur tiga unsur, yakni adanya 
pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur pekerjaan menunjuk pada apa yang 
harus dikerjakan. Hal ini biasanya ditunjukkan oleh adanya jabatan atau 
pekerjaan (job title) yang diberikan, misalnya operator mesin, staff 
marketing, suverpisor produksi, manager keuangan, dan lain-lain. Unsur 
upah yang ditunjukkan oleh berapa besarnya upah yang diterima dan kapan 
upah tersebut akan dibayarkan setiap periodenya. Sedangkan unsur perintah 
biasanya ditunjukkan oleh adanya uraian jabatan (job description), 
kewajiban mematuhi tata tertib, dan lain sebagainya.
59
 
5. Pembayaran Upah dan Sewa 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak 
ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan 
upahnya secara berangsur dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam 
Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika 
mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak 
menerima bayarannya kepada penyewa (musta‟jir) sudah menerima 
kegunaan. 
Hak menerima upah bagi musta‟jir adalah sebagai berikut. 
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a. Ketika pekerjaan itu selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang 
diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda: 
 أَْعُطوا اْلَِجيَر أَْجَرهُ َقْبَل أَْن َيِجفه َعَرقُه )راه ابن مجه(
 
 “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” 
b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang 
diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. 
6. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah 
Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok 
(serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. 
Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu 
permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? 
Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantinya dan jika ada unsur 
kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, 
apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.
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Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti 
tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. 
Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi‟i berpendapat, bahwa 
apabila kerusakan iu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka 
para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. 
Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu 
Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau 
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terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau 
kebakaran. 
Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada 
barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka 
baik sengaja maupun tidak  sengaja segala kerusakan menjadi tanggung 
jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. 
 
C. Sistem Upah Menurut Ekonomi Syariah 
 Dalam ajaran islam Allah menciptakan manusia sebagai mahkluk yang 
bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk 
kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam 
fiqh islam disebut ujrah kerjasamanya disebut al ijarah Islam memandang 
upah sebagai hak mutlak yang waji diberikan majikan atau perusahaan atau 
pemerintah kepada seorang pekerja.
61
 
 Sebelum adanya upah mengupah pasti melakukan perjanjan kerja yang 
dalam syariat islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah), 
yaitu al-ijarah a‟yan, sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan 
pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan disebut mu‟jir, sedangkan orang 




 Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, 
yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari 
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seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentuseperti halnya sebulan, 
seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenga kerja. Upah dari 
seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa 
uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah 
kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang buruh atau pekerja 
karena kerjanya sehingga dia diberi imbalan baik besar maupun kecilharus 




 Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas: 
1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti 
rumah, pakaian, dan lain-lain. 
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilkukan oleh seseorang, 
seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa 
dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.
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Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah 
dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan 
cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak 
memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya 
ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur‟an. 
انُِكْىٖۚ ََّل  َٕ ُس اَْي ْٔ ٌْ تُْبتُْى فَهَُكْى ُسُء اِ َٔ  ٖۚ  ّ نِ ْٕ َسُص َٔ  ِ
ٍَ ّللّاَٰ ا بَِحْشٍب يِّ ْٕ ا فَأَْرَُ ْٕ ٌْ نَّْى تَْفَعهُ ِ  فَا
 ٌَ ْٕ ًُ ََّل تُْظهَ َٔ  ٌَ ْٕ ًُ  تَْظهِ
Artinya:   “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang 
dari Allah dan Rasulnya, tetapi jika kamu bertobat,maka kamu 
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berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat zalim (merugikan) 
dan tidak pula dizalimi (dirugikan)”.(Q.S Al-Baqarah: 279).
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Ayat diatas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) 
kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 
urusan mereka. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Upah 
Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 
Gelugur Kabupaten Pasaman maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Sistem Upah Mangomo yang terjadi di Desa Beringin Tanjung Kecamatan 
Padang Gelugur Kabupaten Pasaman berdasarkan perjanjian di awal antara 
pemilik lahan dan buruh tani, yaitu pemberian upah kepada buruh akan 
dilaksanakan ketika telah selesai kerja atau mangomo. Dan buruh akan 
mendapatkan upah di atas Rp 50.000 – Rp 100.000. 
2. Adapun Faktor Pendukung yaitu ada keahlian petani serta alat yang 
mempermudah mempercepat panen padi seperti alat pisau padi, mesin 
pemisah padi dengan batangnya, kipas untuk membersihkan padi. 
Sementara itu dari Faktor penghambat yaitu ada akses jalan masih rusak 
serta alam yang mempunyai cuaca buruk seperti hujan. 
3. Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Sistem Upah Pada Buruh Tani Di 
Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman 
sebagian sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah dalam pemberian upah. 
Sementara dalam waktu pembayaran upah buruh panen padi belum sesuai 











Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian 
kerjasama antara buruh tani dan pemilik lahan yang berlokasi di Desa 
Beringin Tanjung Kabupaten Pasaman, maka oleh sebab itu penulis ingin 
memberika saran sebagai berikut. 
1. Kepada Pemilik lahan sepatutnya memperhatikan lagi hak-hak dari 
pangomo atau buruh tani, untuk itu diharapkan kepada pemilik lahan agar 
memberikan upah sesuai dengan perjanjian di awal dengan alasan apapun, 
jika panen belum terjual bisa saja lakukan pinjaman untuk membayar upah 
pekerja agar mereka tidak merasa menunggu terlalu lama dan upah yang 
dibayarkan tersebut juga harus dengan apa yang dikerjakan oleh buruh 
tani, serta tidak lupa untuk memberikan manfaat antara kedua belah pihak. 
2. Kepada Pemilik lahan dan buruh tani panen padi harus memperkuat 
kerjasama yang erat dari beberapa factor baik seperti factor pendukung dan 
penghambat. 
3. Kepada Pemilik lahan dan buruh tani dalam melakukan kerjasama 
tentunya harus terlebih dahulu mengetahui kalau kerjasama yang dibangun 
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Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung 
Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan 
Pespektif Ekonomi Syariah 
 
A. Pemilik Lahan 
1. Bagaimana sistem pembagian upah yang dilakukan oleh pemilik lahan 
pada sistem mangomo? 
2. Kapan pembayaran upah dilakukan? 
3. Apakah ada kendala dalam pemberian upah? 
4. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi 
5. Apakah ada batas waktu pemberian upah yang ditentukan oleh pemilik 
lahan? 
6. Apakah ada pengawasan kepada pangomo saat melakukan pekerjaan? 
B. Buruh Tani (Orang yang Mangomo) 
1. Bagaimana perhitungan upah yang akan diterima orang yang mengomo? 
2. Apakah menurut bapak/ibu jasa yang diberikan sesuai dengan upah yang 
didapatkan? 
3. Apakah upah diberikan tepat waktu? 
4. Apakah upah yang diberikan sudah memenuhi standar kebutuhan rumah 
tangga? 
5. Apakah pemilik lahan pernah menaikkan upah? 







Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung 
Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan 
Perspektif Ekonomi Syariah 
 
Keterangan Angket : 
1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ketersediaan bapak/ibu  
dalam membantu penulis dengan mengisi angket ini yang berguna untuk 
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
2. Saya berharap jawaban yang dipilih benar-benar sesuai dengan kenyataan 
yang ada. 
Data Responden : 
Nama :  
Jenis kelamin : 
Umur : 
Petunjuk : 
Pilih lah salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai pemikiran dan pendapat 
saudara/i dengan memberi tanda (x) pada masing-masing pertanyaan:  
1. Sudah berapa lama bapak/ibu sebagai pangomo? 
a. < 1 tahun 
b. 1 – 2 tahun 
c. > 2 tahun 
2. Apakah upah yang bapak/ibu terima sesuai dengan banyaknya pekerjaan?  
a. Sesuai  
b. Kadang-kadang sesuai 




3. Apakah bapak/ibu menerima upah tepat pada waktunya? 
a. Tepat waktu  
b. Kadang-kadang tepat waktu 
c. Tidak tepat waktu 
4. Apakah upah yang bapak/ibu terima sesuai dengan kemampuan yang 
dikerjakan? 
a. Sesuai  
b. Kadang-kadang sesuai 
c. Tidak sesuai 
5. Apakah upah yang bapak/ibu terima ada tambahan jika pekerjaan melebihi 
batas waktu yang ditentukan? 
a. Ada  
b. Kadang-kadang ada  
c. Tidak ada 
6. Apakah ada potongan upah dalam sistem mangomo? 
a. Ada  
b. Kadang-kadang ada 
c. Tidak ada sama sekali 
7. Berapakah upah yang diterima setiap harinya? 
a. < Rp 50.000 
b. Rp 50.000 – Rp 100.000 
c. > Rp 100.000 
8. Apakah ada perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan dalam 
sistem mangomo? 
a. Ada  
b. Kadang-kadang 
c. tidak 
9. Apakah ada keterlambatan pemberian upah pada sistem mangomo? 





10. Apakah upah yang bapak/ibu terima sama setiap harinya? 
a. Iya  
b. Kadang-kadang 
c. Tidak 
11. Apakah pemilik lahan menaikkan jumlah upah jika hasil panen melimpah? 
a. Iya  
b. Kadang-kadang 
c. Tidak sama sekali 
12. Apakah upah yang bapak/ibu terima dalam sistem mangomo bisa memenuhi 
kebutuhan rumah tangga? 
a. Iya  
b. Kurang mencukupi 
c. Tidak mencukupi sama sekali 
13. Apakah upah yang diterima bapak/ibu dapat memenuhi kebutuhan pangan? 
a. Iya  
b. Kurang 
c. tidak 
14. Menurut bapak/ibu, apakah upah yang diterima dapat ditabung? 
a. Iya  
b. Kadang-kadang 
c. Tidak  
16. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan dapat membayar jaminan 
kesehatan? 

































Wawancara dengan orang yang Mangomo/Buruh Tani 
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